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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI DOKUME& LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

a.

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek-
proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pati,
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, kepada setiap
peserta pelelangan diberikan dokumen lelang dari
Pemerintah Xabupaten Daerah Tingkat II Pati dan
dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya
dokumen lelang ; '

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas per

Iu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben -
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro
pinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 1950 ) ;

Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Per-
aturan Umum Retribusi Daerah\( Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lem
baran Negara republik Indonesia Nomor 1288 T
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah { Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lem -
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 J ¥
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Ta
hun 19735 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban -
dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1275 tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daersh, Pelaksanaan Tata Usaha -
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Daerah { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Ta-
hun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Ta-
hun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik
Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangun
an Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep.27/Mk/3/8/
1994 dan Nomor Kep.166/KET/8/1994 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Ta-
hun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati ( Lembaran Daerah Kabupaten Daera
Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10)~

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN . q .



Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II1 PATI TEN-
TANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG.

BAB

-

:

KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan :

&a.

Daerahb

adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae-

rah Tingkat I1 Pati ;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Dokumen Lelang

APBD 11

APBD 1

APBN

Kas Daerah

BAB
DOKUMEN

Pasal

Tingkat 11 Pati ;

adalah Dokumen Lelang Pekerjaan
yang terdiri dari rencana kerja
dan syarat-syarat (RKS), gambar -~
gambar dan atau keterangan lainnya
sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan ;

adalah Anggaran Pendapatan dan Be-
ianja Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat Il Pati ;

adalah Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah ;

adalah Anggaran Pendapatan dan Be-
ianja Republik Indonesia ;

adalah Kas Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati.
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Setiap peserta pelelangan pekerjaan proyek-proyek yang
dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN wajib memiliki-~
dokumen lelang vang disediakan oleh Bupati Kepala Dae-
rah.

BAB III
RETRIBUSI DOKUMEN LELANG
Pasal 3
Setiap peserta pelelangan pekerjaan dimaksud Pasal 2
Peraturan Paerah ini dikenakan retribusi vang besarnyva
ditetapkan sebagsi berikut
a. Bidang pemborongan dan bidang pengadaan barang/jasa
lain dengan nilai pekerjaan

1. Kurang dari Rp. 15.000.000,00 { lima belas juta
rupiah )} dikenakan retribusi Rp. 10.000,00 (sepu
luh ribu rupiah ) :

2. Diatas Rp. 15.000.000,00 {lima belas juta rupiah
sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima-
jutea rupiash ) dikenakan retribusi Rp.15.000,00 -
(lima belas ribu rupiah) ;

3. Diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta ru
piah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 {lima puluh
juta rupiah dikenakan retribusi sebesar -
Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ;

3 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dengan Rp. 100.0006.000,00 (seratus juta -
rupiah) dikenakan retribusi Rp. 25.000,00 {dua
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puluh lima ribu rupiah ) ;
5. Diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah ) dikenakan retribusi

Ep. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah ) ;

6. Diatas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ju
ta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah ) dikenakan retribusi -
Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

7. Diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupi -
ah) sampai dengan Rp. 300.000.000.00 {tiga ratus
jute rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,00 -

(lima puluh ribu rupiah) ;

8. Diatas .,4.



8. Diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 4006.000.000,00 (empat -
ratus juta rupiah) dikenakan retribusi
Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

9, Diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupi -
ah )sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus -
ribu rupiah )} dikenakan retribusi Rp. 70.000,00 -
tufuh puluh ribu rupiah } ;

10. Diatas Rp. 300.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 600.000.000,00 {(enam ratus juta-
rupiah ) dikenakan retribusi Rp. 100.000,00 (sera-
tus ribu rupiah ) 3

11. Diatas Rp. 60G0.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 700.000.000,00 {(tujuh ratus juta
rupiah) ; dikenakan retribusi Rp. 125.000,00 (sera
tus dua ribu rupieh }

12. Diatas Rp. 700.000.000,00 {(tujuh ratus juta
rupiah)} sampai dengan Rp. 800.000.000,00 (delapan-
ratus juta rupiah ) dikenakan retribusi -
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah};

13. Diatas Rp. 800.000.000,00 (deiapan ratus juta rupi
ah |} sampai dengan Rp. 900.000.000,00 {(sembiian ra
tus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp.175.000,00
{seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

14. Diatas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupi
ah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu
miliard ) dikenakan retribusi Rp. 200.000,00 ( dua
ratus ribu rupiah) ;

15. Diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) -
dikenakan retribusi Rp. 225.000,00 (dua ratus dua -
puluh lima ribu rupiah ) .

b. Bidang konsultasi dengan nilai pekerjaan :

1. Kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta -
rupiah ) dikenakan retribusi Rp. 25.000,00 (dua pu
luh lima ribu rupiah) ;

2. Diatas Kp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupi-
ah) sampai dengamn Rp. 50.000.000,00 {lima puluh ju
ta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,00 (lima-

3. Diatas a’

puluh juta rupiah) ;



